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GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 6 papyy 2014

TEHT{XNG

RATURAN DAE _ i 0
TAHUN 2011 Th RAH PROVINSI BENGKULU NOMOR

DENG

Mengingat : 1.

Nomor 2 Tahun 2

. bahwa

. bahwa berdasarkan

H PROVINSI BENGKULU
AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULY, -

1 dengan Unclang-Undﬁng Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah d tri

P fijak Daerah  Pemerintah Provinsi Bengkulu telah
ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Provinsi Senglkulu
Ol1 tentang Pajak Daerah Provinsi

be

terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajalc  ‘Daerah Provinsj 'Bengkulu, vang dalam
pelaksanaannya mengalami - harnbatan schingga perlu
untuk disempurnakan serta disesuaikan terhadap kondisi
pemungutan pajak di Provinsi Bengkulu saat ini dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlalu; ' '

Bengkulu:

pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan: huruf b perlu menetapkan Peraturan

Daerah Provinsi

tentang Pajak Daerah Proiri'nsi'_ Bcflgkulu;
Undang-Undang Nomor; 9 Tahun  19g7
Pembentukan Provinsi ; Benghkulu

Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik |

tentang
(Lembaran Negara

1967 Nomor 19, Tambahan
ndonesia Nomor 2328);

Undang-Undang Nomor 8 Téhun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan .Lcmba;ran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

|
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3.

Ul

2. ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpaja

kan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Uhdang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 lentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor S Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

an Tata cara Perpajakan

baran Necgara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Nfegara Nomor 4999); - ' ~ $

)

L]

19 Tahun: 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahu

2000 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 3987): ' -

Undang-Undang Nomor ' 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan’ Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor '32. *Tahun 2004} tcntar}g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara’ Republik

. Indonesia Tahun 2004. Nomor 125, Tambahan Lembaran

- telah  diubah  beberapa  kali terakhir

~ Indonesia Nomor S038);

- 10. Undang-Undang Nomor 28. Tahun 2009

. Undang-Undang Nnmor'_25 'ffahun 2009 tentan

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), scbagaimana

| . dengan
Undang-Undang Nomor ‘12 ‘Tahun - 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemecrintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor .33 Tahun 2004 teﬁtang
Perimbangan Keuangan Antara ‘Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Inconesia. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inconesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor S0235);

g Pelayanan
Tahun 2009
Lembaran Negara Republik

Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 112, Tambahan

Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negar

Indonesia Tahun 2009 ‘Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



LY,

12,

13.

14,

135.

- Kabupaten /Kota (Lembaran Ne

Undang-Undang Nomor 12 Téhun 2011

Pembentulian Peraturan
"\!
i

tentang
Pcmndang—undangun (Lembaran

cgara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan  Lembaran Negara = Repubiik

Indonesia
Nomor 5234):

Peraturan Pemerintah
berlakunya Und:
P::luk:-;nnmm

Nomor 20 Tahun 1968 tentang
ng-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pemerintahan  di ® Provins; Bengkulu
(Lembaran Negara  Republik Indonesia. Tahun 19458

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854); -

Peraturan Pcmcrfntah Nomor 135 Tahun 2000 tentang

Tatacara  Penyitaan Dalam  Rangka Penacihan Pajak
Dengan Surat Paksq (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4049):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Lembaran Negara Republik
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerin
Pembagian Urus
Pemerintahan

tah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
an Pcmcrintahan antara Pemerintah,
Daerah Provinsi dan .Pemerintahan Daerah

gara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor *II7)%. -

10.

17.

18.

19,

20,

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tah
Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Pajak Daerah dan Retribusi Daer
Republik Indonesia Tahun 2010

un 2010 tentang Tata
Insentif Pemungutan
ah (Lembaran Negara

Nomor 119, Tambahan
publik Indonesia Nomor 516 );
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis  Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153, T ambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9179); : -

'Peraturan Menteri

2006 tentang Pedoman Pengelolaan

scbagaimana telah diubah dengan

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 310); | "

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
@@n Produk Hukum Daeral (Berita
1k Indonesia Tahun 2014 Nomor 32):
Peraturan Daerah Provinsi
lentang  Pajak Daerah

Daerah Provinsi Benglauly

Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011
Provinsi Bengkulu (Lembaran
Tahun 201jl Nomor 2):
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Dengan Persctujuan Bersama '
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEFAH PROVINSI BENGKULU

dan :
GUBERNUR PENGKULU

MEMUTUSICAN

n
..'.__.._..-'a Tl = = o

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG |PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2

TAHUN 2011 TENTANG . PAJAK -DAERAH PROVINS]
BENGKULU. v | : :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Nomor 2 Tahun 2011 téntang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkuly Tahun 2011 Nomor 2) diubah
scbagai berilut - ‘

1. Ketentuan Pasal 1

1 ayat (1) diubal, sehinggga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut : L

Pasal 11

(1) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB, Gubemnur

atau Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan

Kewajiban Pemilik Kendaraap Bermotor atau dokumen lain yang
dipersamakan. | '

(2) Pemberitahuan Kewajiban  Pemilik Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Bentuk surat
dan/atau media informasi elektronik.

2. Ketentuan Pasal 12 ay

at (4) diubah, sehinggga Pasal 12 berbunyi
- sebagai berikut : ' i :

Pasa) 19

(1) Setiap wajib PKB mengisi SI-"F"I{E~ atau bentuk lain yang
dipershmakan, ' R |

(2) SPPKR scbagaimana dimaksud pacda ayat (1) harus dijsi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditmndumng':lni olech Wajib Pajak
atau oring yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris.

(3) SPPKB sebagaimana dima

ksud pada ayat (2) wajib disampaikan
paling lambat : |

a. Untuk kendaraan baru 30. (tiga iaﬁluh

) hari sejak saat
kepemilikan;

%

b. Untuk kendaraan bukan

haru  sampaij dengan tanggal
berakhirnya masa pajak; _ '

c. Untuk kendaraan bermotor mutast 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal Surat Keterangan Fislcal /Kwitansi/Surat Keterangan
Mutasi dari Kepolisian, g -
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. Yetentuan' Pasal 34 ayat (1)

. Ketentuan Pasal 56 ayat

-

(4) Sctiap Wajib  Pajak yang terlambat ményampaikan SPPKB
- sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap
bulan untuk wakty paling lama 15 (lima belas) bulin scjak saat
terutangnya pajak. | |

(9) Apabila terjadi perubahan
pajak, baik perub
mesin, wajib melap

atas Kendaraan bemotor dalam masa

ahan bentuk, fungsi maupun penggantian
orkan dengan menggunakan SPPKRB.

of

. Ketentuan Pasal 24

ayat (3) diubah, sehinggga Pasal 24 berbunyi
sebagai berikut : ; ."

Piasal ’i’4

(1) Bfrrcln:mrknn SPPRKD sebapaimana dimaksud dalum Pfasal 23
th;l-"t:'l[‘.‘rl{:‘lll SUINKR dengan menerbitkan SKPD atau doluamen
lain yang dipersamakan. "

(2) Pajak terutang timbul sejak diterbitkannya SKPD.

(3) Dalam hal SPPKB tidak disampaikan kepada Dinas dalam

jangka ‘waktu sebagaimane dimaksud pada Pasal 23 ayat (1)
dikenakan sanlsi administratif berupa denda pajak scbesar 2%
(dua PCTSCratus) setiap bulan untuk ‘wakty paling lama 15 (lima
belas) bulan sejak saat terulangnya pajak.

1

diubah, se;hinggéa Pasal 34 berbunyi
sebagai berikut : ) |

Pasal 34

(I)Penyedig bahan bakar Kendaraan ‘Bermotor wajib menyetor
PBB-KE paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya - dan
menyampaikan  bukti  setoran dan SPTPD PBB-KR kepada

Gubernur atau Kepala Dinas paling lambat 5 (ima) hari setelah
tanggal setoran PBB-KB.

(2) SPTPD ' sebagaimana dimalksud pada ‘ayat (1) memuat darta
volume penjualan Bahan Bakar, Jjumlah PBB-KB yang telah

disctory termasuk Koreksi atas data laporan bulan sebelumnya
disertal dengan data pendukunglainnya.

(3) Penyedia Bahan Bakar, wajib mcnyampaikén data subyek PBB-
KB kepada Gubernur atau Kepale Dinas.

(4) diubah, Bt"hmggga Pasal 56 berbunyi
sebagai berikut : 1 .

Pasal 56 P~
(1) PKER cdan BBNKB harus dil‘.:a}rmjuét:léﬁl_igus”dimuka' untul Masa
Majak 12 (dua belas) bulan. LN |

(?) PKB dan BBNKB harus dibaya:*?pﬁfaﬁ'ﬁéﬁat
selambuat-lambatnya 30 (tiga
SKPD. o

| ditebitkannya SKPD,
pulih)-hari sejak diterbitkannya
R T .

|
di




6.

8.

(38) PBB-K
(4) Wajib Pungut PBB-KB wajib men

(S)

(©)

Ketentuan Pasal 73 ayat
sebagai berikut :

.G

B harus dibayar pada sa:at penycrahan bahan balar.,

yetorkan PBB-KB pada setiap
an berikutnya?

PAP harus dibayar sclumlmt-lmnbatnyaé 15 (lima belas) hari
sejak diturbitlmnnya SKPD. - ;

tanppal 20 (Dua Puluh) bul

Pengaturan lebih lanjut mengenai

tata cara pembavaran diatur
dengan Peraturan Gubernur. | |

Judul Bagian Kedelapan BAB VIII Pemungutan Pajak diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut - : | :

II‘
L]

BABVII : 7
Pemungutan Pajak
Bagian chﬁlapa.n |
Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak

Ketentuan Pasal 65 ayat (1

) dan ayat (2) diubah, sehinggea Pasal
65 berbunyi sebagai berikut '

Pasal 65 & S

(1) Gubernur dapat memberil

<an Keringanan, Pembebasan, dan
insentif Pajak. A 3

(2) Gubernur dapat menghapu:skan Plutang Pajak vang tidak
dapat ditagih atas usul dari Kepala Dinas.

(3) Tata cara pemberian Keringanan, Pembebasan, dan insentif
Pajak sebagaimana dirnﬂs}ld pada ayat (1) dan avat (2)
diatur dengan Peraturan Gukernur.

(2) diubah, sehinggga Pasal 73 berbunyi

¥ Pasal 73

(1) Hasil  penerimaan Fajak ~ Rokok diserahkan
Pemerintah Kabupaten dan

(tujuh puluh perseratug).

kepada
; Pemerintah Kota se¢besar 70%

(2) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaks:
sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) diba
jumlah penduduk dan 30%
berdasarkan pemerataan.

ld pada ayat (1)
g1 berdasarkan
(iga  puluh  perseratus)
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Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanckan
, | . oy ’

_a\rt“:- vty e . : II'
8 “ellap orang  dapuat mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah inj dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu, " |

f_ Ditctupszn di Benglaulu
- pada tanggal, 9 Spfmber 2oiq

GUBERNUR BENGKULU,
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H. JUNAIDI HAMSYAH

Dimundangkan dj Bengkulu
pada tanggal | O¥%whec poiy

'LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR L

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: 62014



